
a.

BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
Nomor : 0I fa{uN soto

TENTANG

PEMBAGIAN HASIL DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
RETRIBUSI DAERAH PUNGUTAN MASUK OBYEK WISATA

BANTIMURUNG
DAN BISEANG LABBORO/PATTUNUANGpADA KAwASAN TAMAN r{AsroNAL BANTTMURUTe iulusenaurc

DI KABUPATEN MAROS

I Menimuang

c.

. 1.

2.

bahwa berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor: 03
I1l!1 ?.o.9? telah ditetapkan Rerribusi pemakaian xetayain
uaeran or Kabupaten Maros:

bahwa berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.02/Menhut-II/2006 tetah ditetapkan eetun'juf Cetalsinaanpenarausahaan pungutan dan Iuran Bidang perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam;

bahla berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Derdanurur a 
^oan 

b di atas, perlu ditetapkan peraturan Bupati Marostentan9 Pembagian Hasil dan petunluk pelaksanaan penjtarrsafraan
RetflDust Daerah pungutan l.4asuk Objek wisata Bantimurung danBiseang Labboro/pattunuang pada kawasan Taman Na;ionalbanrmurung Butusaraung di Kabupaten Maros.

Mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun
Daerah-dae6h Tk. U di Sulawesi
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Republik Indonesia Nomor 1822);

1959 Tentang Pembentukan
(Lembaran Negara Republlk

Tambahan Lembaran Nega6

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber
Daya AJam_Hayati 

_dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Repubtik
:11"T:1".-lhl". 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran N;gara
KePUDIK Indonesla NOmor 3419):

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang penerimaan
Negara Bukan pajak (Lembaran Negara Republik lnionesia Tahun1997 Nomor 43, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesja
Nomor 3687);

Unclang-Undang Nomor 2g Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dara Korupsi, kolu;i, Aan ruep'oiisme.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun iSgS t{o;,oi ii,Tamb€han Lembaran Nega.a Republik Ind onesia Nomor 3,si); '

Undang-undang Nomor 4l Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
(Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun rgg6 ruomor rii.Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia flomo|" iiledt,--''
Undang-undang Nomor 34 Iahun 2OOO Tentang perubahan

-Undang-.urdang 
Nornor l8 Tahun j9g7 tentang na;af<ian netrilus;

Daerah. (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OOO Nomor
jil;,,'u.ounun Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2OO4 Tentang pembentukan
Peraturan perundang-undangan. (Lembaran ru6g". fLp"Uit

5.

6.

7.



,

8.

Indonesia- Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43g9):

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang pemerintahah
Daerah. (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tafun 2OO4 Nomor
:j:1. r_amDan?n Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor{qr,/) seDagatmana tetah ctiubah beberapa kali terakhir denqan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OO8 Tentanq pe.rrUanan feju"atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tenlang pemerintatin
Daerah. .(Lembaran Negara Repudjk lndones,a Tah;n ZOO} Nomoi)e, ramDanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undanq Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentanq perimbanaan
Keuangan antara pemerintah pusat dan p"m"iintJ Ou"i-t.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia frforno. ++iiy;---'
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan petestarian atam. (fembarin ruegiia
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, rahOatran t_emOiian
Negara Repubtik tndonesta Nomor 3776);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Iahun 1999 Tentang Tata cara
Penggtlnaan Fenerimaan Negara Bukan pajak yrng Aa.Jr-b". OuJ
Kegiatan Tertentu. (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1999 Nomor 136, Tambahan Lemb;ran Negara Republtk Indonesia
Nomor 3871);

Peraturan Pemedntah Nomor 66 Tahun 2OO1 tentang Retribusi
D-a^erah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Z6Of ruomorrry, ramDanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139):

Peraturan Pemedntah Nomor 22 Tahun 2OO5 tentang pemeriksaan

l_"I-"I,I9u1 Negara_-Bukan pajak. (Lembaran Nu6u.u R;p;;til
ll1?1:.:lu_ I_uhrn. 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Nigara
KepuDn( Indonesia Nomor 450o);

a) .

10.

L2.

14.

9.

11,

15.

Peraturan Pemerintah Nomor Sg Tahun
Keuangan Oaerah. (Lembaran Neaara
2005 Nomor 140, Tambahan Lemb;ran
Nomor 4578);

2005 tentang pengelolaan
Republik Indonesia Tahun
Negara Republjk Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang pedoman
Pembinaan dan pengawasan atas penyetenggaraan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndones-i; Tahun 2005 Nomorror, ramDanan Lembaran Negara Republik lndonesta Nomor
4593):

Pe@turan Penerintah Nomor 3B Tahun 2OO7 tentang pembagian
urusan Pemerintahan antara pemerintatr, pemerintjhan OaJrih
:l1"iTl 9"i pemerintahan Kabupaten/Kota 1r_emOaran NegaiaKepuo[K lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemb;ran
Negara Repubfik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan lvlenteri kehutanan Nomor p.O3lMenhut_IV2O07 tentang
Struktur Organisasi dan tata Kerja Departemen Kehutanan;

Peraturan Menteri kehutanan Nomor p.11/t4enhut_IV2OO7 tentanoPembagian Rayon di Taman Nasional, Taman gutun nuv",-iiriui
Wisata Alam dan Taman Buru Dalam nangta eene.imain ruejaia
Bukan pajak;

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor l Tahun 2OO7 tentano
Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah. (1".b;;;" ;;;;;;
KaDupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2OO8 tentangPembagian Urusan pemerintah yang menJadi kewenanqan

L7.

18,

19.

20,



i:ll"j,iiTriXTBiiT Maros. (Lembaran Daerah Kabupaten Maros

21. Peraturan 6upa Maros Nomor IZ Tahun
Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Maros
2009 tentang Retribusi pemakaian Kekayaan
Daerah Tahun 2009 Nomor 179).

2009 tentang
Nomor 03 Tahun
Daerah, (Berita

|| E ft u T u s r(a t{

MENETAPKAN : PEMBAGIAN HASIL DAN PETUNJUK PELAKSANMN
PE-NATAUSAHAAN RETRIBUSI DAERAH PUNGUTAN MASU' CJTiiiiwISATA BANTIMURUNG DAN BTsEANG LABBoRo/pn-rnrruunruijpaDAJGwASAN TAMAN NAsToNAL BANTTMURUNG aurusniniiiidKABUPATEN MAROS

*.rrriiirt r"r"
Baglan Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan lvlenteri kehutanan inj yang dimaksud dengan:
t ft.ib-u.l daerah yang setanjutnya disebut Retnbusi adatah pungutan oaerah sebagaipembayaran.atas jasa atau pembenan rzin tertentu yang khusus diseorakan dan atar-l
^ daberikan oleh pemedntah daerah untuk kepentingan ora"s Jiibudi "ii" 0"0"".2. Petugas pemunqut actalah oeoawai. pemehntah b""."; iq;;;;l;;Eru DepaftemenKehutanan yang ditunjuk dan-diberi kewenang"" 

"Gn 
r"p"f!" ojii,s'oanTatau repata

91,1..,0. "t?I:l"i Tugas setempat. untuk metaisanakan ptnaiifan iet.tuusiTpungutanmasuk, kegiatan wisata ala.n, .taman nasional dan taman iiru aan atau luranmengambil/menangkap satwa liarltumbuhan alam oan larahin auii"-orru;3. Pembantu Bendahara penerima adatah pegawai ci;erinia;--oJ#n ,,lu.o. yungditunjuk dan diberi kewenanqan oteh tiepata Din.. p;.ili*;u -;;n 
Keb\r<tayaanKabupaten Maros untuk memba-ntu menerimj .etriOuri/prng;iun iiirui ooy"t ,rrirutu;4. Bendahara penedma adatah Degawai pemerintah D;;ti M";;;l;;, ditunjuk dan

9:?:ll I:""1""n"". oreh Kepaia binas puri,nrr"tu ain-kliujiyl"un''ruorpu,"n ,,ru.o,
F :nluk _men:Jim1 retflbusi/pungutan masuk obyek wisata;). pungutan Masuk penerimaan 

"":."_T 9u!* pajak (iNBp) adalah pungutan yangdikenakan terhadap setiap pengunjung yang masuk ke iaman Nasionat:

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

pasal z

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:a, Besaran pembagian hasilb. Tata cara pengenaan
c. Tata cara penyetoran hasil punqutdnd. Pembinaan dan pengendalian



BAB II
BESAMN PEMBAGIAN HASIL

gesaran pembagian hasil retribusi pungutan masuk sebagaimana dimaksud pasal 2 Hufuf a,aclalah:
1. Lokasi Wisata Alam Bantimuruno:

a. Retribusi pungutan masuk p;ngun)ung oewasa:1) Pemerintah Oaerah Kabupaten Maros sebesar Rp. 7.300,-2) Penerimaan Negara Bukan pajak sebesar Rp, 2.!OO,_3) Asuransi jiwa sebesar Rp. 2OO,-
b. Retribust pungutan masuk pengunjung anak_anak:1) Pemerintah Oaerah Kabupaten Maros sebesar Rp. 4.800,_2) Asuransijiwa sebesar Rp. 2OO,-

2, Lolasl Wisata Alam Blseang Labboro/pattunuang:
a. Retribusi pungutan masuk pengunjung dewaaa:1) Pemerintah Daerah Kabupaten Maros sebesar Rp. 2.300,_2) Penerimaan Negara Bukan pajak sebesar Rp. 2.!OO,-3) Asuransijiwa sebesar Rp. 2OO,_
b. Retribusi pungutan masuk pengunjung anak-anak:l) Femerintah Daerah kabupaten Margs sebesar Rp. 1.554_2) Penerihaan Negara Bukan pajak sebesar Rp. l-25O,-3) Asuransijiwa sebesar Rp. 2OO,-

Pasai 3

sederajat
: aliatas 72 tahun dan/atau usia

atas

Pasal 4 yang dikenakan pada

sekolah setingkat SO dan

seko/ah setingkat Str,fp dan sederalat ke

BAB III
TATA CARA PENGENMN

Pasal 4

Retrib_usi pungutan masuk dikenakan pada setiap pengunjung yang memasuki tokasj wtsataalam Bantimuiung dan Biseang Labboro/pattunu;ng

o,
Pasal 5

Jenis retribusi pungutan masuk sebagaimana dimaksud dalam
pengunjung diklasifikasikan sebagai berikut:1. Anak-anak i 2 s/d f2 tahun dan/atau samDai usia

2. Dewasd

Pasal 6

Retribusi pungutan masuk dikenakan atas dasar
oleh petugas pemungut.

karcis menurut jenisnya yang diberikan

rArA cA.o o."".i8Rotl 
"orr. 

puNGUTAN

Pasal 7

Petugas pemungut wajib menyetorkan seluruh hasil retribusi pungutan masuk ke pembantu
Bendahara Penedma pada Kantor Dinas pariv{lsata dan XaUu"Oiyaan Xaouputen Marcssekurang-kurangnya sekali semlnggu.



(1)

(2)

Pasal B

Pembantu Bendahara Penerima wajib menyetorkan seluruh has'l retribusi pungutan

fiasuk dengan pembagian sebagaimana diatur dalam 8ab II Pasal 3 masing-masing

kepada Benlahara Penlrima Dinls Pariwisata Kabupaten Maros untuk setoran retribusi
pungutan masuk Pemerintah Daerah dan Asuransi; dan Petugas Pemungut Balai Taman

ilas;nal Banum,.rrung Bulusaraung untuk setoran Penerimaan Negara Bukan Paiak'

Penvetoran dilakukan setiap hari.

Biseang Labboro/Pattunuan9.
(2) Balal iaman Naslonal Banumurung Bulusa6ung walib melaksanakan pengendallan

retribusi pungutan masuk obyek wisata alam Bantimurung dan Biseang

Labboro/Pattunuang terkait pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(3) Pembinaon dan pengendalian sebagaimdna dimaklcd pada aYat 7 dan 2 dilakukan

sekurang-sekurangnya sekali dalam sebulan
(4) Bupati dapat membentuk Tim bersama dengan Balai Taman Nasional Bantimurung

Bulusarasng untuk pembinasn dao pengendalian @tribusi pungutan masuk dan
pengenaan Penerimaan Negara Eukan Pajak

Mekanisme penyetoran
berlaku

Pasal 10

(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
dan pengendalian retribusi pungutan masuk

L -:1 
_

Pasal 9

selanjutnya diatur berdasarkan peraturan perundangan yang

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Maros wajib melaksanakan pembinaan
obyek wisata alam Eantimurung dan

BUP

Or

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Semua ketentuan yang bertentangan dengan
Peraturan ini dinvatakan tidak be.laku

Pasal 12

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan aqar setiap orang mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetapkannya dalam Berita
Daerah Kabuoaten lYaros ;

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal | 4 JoLlrLq\ Mo

& H. A. NAD AI,IUDOIN AI{tNUILAH\

Diundangkan di f4aros
Pada tanggal | 1 Jatt&arL toto

SEKRETARIS DAERATI,

Ir. H. BAHARUDDIN. l.lM
Panokat : Pembina Utama Muda
Nip i 19600909 198603 1 029

BERITA DAEMH KABUPATEN MAROS TAHUN 200e NOMOR : 0.1


